BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil,
perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Bantul tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul,;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6371);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Memberikan Delegasi Wewenang Pemberian Cuti Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul, sepanjang menyangkut cuti sakit
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pengujian kesehatan;

b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan
atau menangguhkan atau menolak permintaan cuti Pegawai
Negeri Sipil yang berada di lingkungan kerja masing-
masing, sepanjang yang menyangkut :

1. cuti tahunan;

2. cuti sakit;

3. cuti melahirkan; dan

4. cuti karena alasan penting.

c. Kepala Unit Kerja untuk memberikan atau menangguhkan
atau menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil yang
berada di lingkungan kerja masing-masing, sepanjang yang
menyangkut :

1. cuti tahunan;

2. cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari;
3. cuti melahirkan; dan

4. cuti karena alasan penting.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul,
3. Kepala BKPP Kab. Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul,
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

ASISTEN PEMERINTAHAN
i-b-Repiile Bagian b

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196652081992
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